GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN REVITALISASI SEKOLAH

Menimbang:

a.

MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016
tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam
Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber
Daya Manusia Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
22 Tahun 2017 tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah
Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Timur sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor
25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang percepatan
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa
Timur, yang antara lain mengatur adanya penghentian
sementara/moratorium pendirian SMA;

bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap
diberlakukannya  penghentian sementara/moratorium
pendirian SMA dalam rangka revitalisasi SMK tersebut
masih dibutuhkan pendirian SMA dengan persyaratan-
persyaratan tertentu sebagai wadah bagi masyarakat yang

menginginkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

c. bahwa . ..



Mengingat:

1.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Nomor 22 tahun 2017 tentang Percepatan
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa

Timur;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2017
tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah
Kejuruan di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun
2017 Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan

di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN: . ..
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PERCEPATAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DI PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1
Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah
Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun
2017 tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah
Kejuruan di Provinsi Jawa Timur diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dalam rangka percepatan revitalisasi SMK di Jawa Timur
perlu adanya pembatasan pendirian SMA.

(2) Pembatasan pendirian SMA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berupa pemberian izin yang hanya diperuntukkan
bagi pendirian SMA dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan sekolah Boarding School,;

b. telah memiliki kegiatan belajar mengajar paling sedikit 2
(dua) tahun pelajaran atau 2 (dua) angkatan dan paling
sedikit memiliki 60 (enam puluh) Siswa;

c. memiliki program wajib kewirausahaan/keterampilan
yang diberikan untuk peserta didik diluar jam
pelajaran; dan

d. dibawah naungan Yayasan yang memiliki pendanaan
memadai dalam penyelenggaraan pendidikan SMA dan
telah menyediakan sarana dan prasarana belajar sesuai
standar pelayanan minimal pendidikan, serta memiliki
penyelenggaraan pendidikan dibawah jenjang menengah
(bertingkat TK, SD, dan SMP) yang sudah meluluskan
peserta didik paling sedikit 1 (satu) kali lulusan.

PasalIl . ..
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Pasal 16
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 16 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ADHY KARYONO, A.KS., M.AP

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 47 SERIE



